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LABILNYA HARGA BBM, BEM FK UNS BERSUARA

Gonjang-ganjing terkait labilnya harga BBM ini sudah dimulai sejak satu bulan pemerintahan Jokowi-JK resmi dilantik.  Tepatnya pada tanggal 17 November 2014 pemerintah mengambil keputusan berani untuk mencabut subsidi terhadap premium dan hanya memberikan subsidi Rp 1.000,00 untuk solar. Dengan kebijakan tersebut harga premium melonjak tajam dari semula berharga Rp 6.500,00 menjadi Rp 8.500,00 dan solar dari semula berharga Rp 5.500,00 menjadi Rp 7.500,00.  Setelah itu pada tanggal 1 Januari 2015 harga BBM mengalami penurunan, premium dari Rp 8.500,00 menjadi Rp 7.600,00 dan solar dari Rp 7.500,00 menjadi Rp 7.250,00. Bahkan harga BBM kembali turun dan nyaris kembali ke harga asal, premium dari Rp 7.600,00 menjadi Rp 6.700,00 dan solar dari Rp 7.250,00 menjadi Rp 6.400,00 pada 19 Januari 2015. Pada tanggal 1 Maret 2015 harga kembali naik untuk premium dari Rp 6.400,00 menjadi Rp 6.900,00 sedangkan harga solar tetap. Kemudian pemerintah lagi-lagi menaikkan harga BBM sebesar Rp 500,00 per liternya pada tangal 28 Maret 2015. Hal ini menjadikan harga premium terbaru adalah Rp 7.400,00 dan solar menjadi Rp 6.900,00 per liternya.

Ditetapkannya sistem subsidi tetap oleh pemerintah maka menimbulkan suatu gejolak baru di mana harga BBM akan terus mengalami fluktuasi mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK) dalam salah satu media, "Minyak dunia sedang naik dari seminggu lalu, sekaligus rupiah melemah. Harga BBM bergantung dua hal itu," kata JK disela kunjungan kerja di Jambi, Sabtu (28/3).

Menurut JK, pelemahan rupiah terhadap dolar terjadi karena ada faktor eksternal, mulai dari pengaruh politik Yunani, Tiongkok, dan keperkasaan mata uang dolar terhadap rupiah. Setelah sempat anjlok sebelumnya, harga minyak dunia kembali naik dari US$ 5 per barrel menjadi US$ 56 per barrel. Dua faktor ini menurut JK merupakan alasan kuat pemerintah menaikan harga BBM.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa harga dasar dan harga jual eceran BBM ditetapkan oleh Menteri ESDM, maka pada kenaikan harga kali ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Sudirman Said mengeluarkan Peraturan Menteri No. 04 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa : “Perhitungan harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa Minyak Solar  (Gas Oil) dititik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah).”
Dalam pasal 2 ayat 5 lebih dijelaskan bahwa : “Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap bulan menggunakan rata rata indeks harga pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia.”
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa solar termasuk dalam kategori BBM tertentu, sementara itu berdasar Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dijelaskan bahwa premium/gasoline/bensin termasuk dalam kategori BBM Khusus Penugasan untuk didistribusikan di wilayah penugasan (seluruh wilayah NKRI kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Bali).

Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri pasal 3 ayat 1 bahwa : “Perhitungan harga jual eceran jenis BBM Khusus Penugasan di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan sebesar 2% (dua persen) dari harga dasar ditambah  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).”
Dalam pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa : “Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap bulan menggunakan menggunakan rata rata indeks harga pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia.”
Pasal-pasal dalam Peraturan Menteri No. 04 Tahun 2015 tersebut sekaligus memperkuat pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia di awal bahwa kenaikan harga BBM kali ini memang benar dikarenakan adanya kenaikan rata-rata indeks harga pasar minyak dunia serta turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Kenapa kedua hal tersebut menjadi alasan kuat pemerintah menaikan harga BBM? Sebab dua hal tersebut merupakan indikator dasar pemerintah untuk menentukan harga dasar BBM. Ketidakstabilan dua komponen tersebut tentu akan menaikkan harga dasar BBM yang secara otomatis akan menaikkan harga eceran BBM.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014, khususnya BAB II diatur mengenai bagaimana mekanisme perhitungan harga jual eceran BBM tertentu seperti minyak tanah yang mendapatkan subsidi tetap, sedangkan jenis solar dihitung berdasarkan harga dasar solar dengan penambahanan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi maksimal Rp 1000,00. Untuk premium sendiri termasuk ke dalam golongan BBM Khusus penugasan, yang kali ini tidak mendapatkan subsidi sehingga harga jual ecerannya akan sangat fluktuatif. Hal yang berebeda apabila kita bandingkan dengan kepemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan pemerintah dengan alasan menjaga APBN agar tidak membengkak dan mencegah defisit keuangan Negara serta dana yang ada bisa dialihkan ke program pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu diperhatikan bahwa dalam mekanisme perhitungan harga jual eceran BBM pemerintah, hanya mempertimbangkan sisi ekonomi dan politik saja. Dalam hal ini, kebijakan terkait BBM sudah seharusnya berimbang dengan amanat konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 dan Pancasila sila ke-5, yang mana tidak boleh harga kebutuhan hidup orang banyak diserahkan pada mekanisme pasar. Pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 dijelaskan pula bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Banyaknya keluhan masyarakat yang terdengar, sebab kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengingat masyarakat miskin di Indonesia yang jumlahnya masih besar. Berdasarkan data terbaru BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2014 mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen. Dan jumlah ini diperkirakan akan mencapai 30,25 juta jiwa atau sekitar 12,25 persen pada tahun 2015. Adapun dampak yang ditimbulkan menurut Muhammad Afdi Nizar (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI) dalam penelitiannya terkait dampak fluktuasi harga minyak dunia pada tahun 2012, antara lain :

1. Kenaikan harga minyak dunia menambah beban APBN yang kemudian direspon pemerintah dengan menaikkan harga BBM akan berdampak pada peningkatkan jumlah uang yang beredar. Hal inilah yang menyebabkan inflasi tidak dapat dihindari.

2. Kenaikan harga minyak di pasar internasional juga menyebabkan naiknya suku bunga di dalam negeri. Selain itu, respon naiknya suku bunga juga terjadi menyusul depresiasi (menurunnya nilai tukar) rupiah yang cukup lama.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah ketidakstabilan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga  berbagai kebutuhan masyarakat seperti dalam sektor pangan dan jasa transportasi.   

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta memberi pernyataan sikap bahwa kami kurang menyetujui sistem yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini terkait kebijakan penetapan harga BBM. Disamping itu kami juga menghimbau untuk mahasiswa FK sendiri agar lebih aware dan peka terhadap isu-isu yang berkembang walaupun isu tersebut tidak terkait dengan bidang ke ahlian kita, selain itu kami juga mengajak mahasiswa untuk turut mengawal kebijakan BBM ini.    

Berdasarkan sikap tersebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta memberikan usulan sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan harga BBM, Pemerintah diharapkan tidak hanya memperhitungkan dari segi ekonomi dan politik saja, karena Pemerintah bermaksud melakukan penghematan APBN 2015 yang dipatok target kuota BBM sebesar 48 juta kiloliter, serta untuk menghindari konsumsi BBM bersubsidi yang kurang tepat sasaran. tetapi sebaiknya juga mempertimbangkan sisi masyarakat juga sehingga kebijakan tetap berjalan secara efektif namun lebih berkeadilan.

2. Kebijakan Pemerintahan saat ini dirasakan terlalu radikal, yaitu dalam hal mencegah deficit keuangan negara melalui penghematan APBN dengan mekanisme penghapusan subsidi BBM premium dan mengalihkannya ke program pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sehingga, akan lebih baik ketika Pemerintah mau untuk mengambil jalan tengah dengan cara mengendalikan harga minyak yang berpengaruh langsung kepada masyarakat. Harga minyak tersebut dapat dikendalikan dengan perhitungan yang logis, yaitu dengan cara pengurangan kuota atau pengurangan harga per-liternya, supaya ketika terjadi fluktuasi harga minyak dunia, masih ada kompensasi harga pada batas tertentu, yang kemudian dilakukan tindak lanjut melalui publikasi (persebaran informasinya) kepada masyarakat.
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